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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami  panjatkan  ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat-Nya, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur (Koordinator 

Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal) diberikan kemampuan, kekuatan 

dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan Akhir Tahun 2021. 

Laporan Pengawasan ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam 

Non tahapan, Divisi Pengawasan Humas dan Hubal dalam penyelesaian 

laporan akhir ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak untuk itu lewat 

kesempatan ini kami mengucapan terima kasih kepada   

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggota, Kepala 

Sekretariat Provinsi, dan seluruh Staf PNS/Non PNS Bawaslu 

Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kepercayaan, dukungan dan 

kerja sama selama kegiatan aktivitas berjalan. 

2. Rekan pimpinan dalam hal ini kordiv SDM , Data dan Informasi , 

kordiv HPPS yang bersama - sama melakukan pengawasan, 

Koordinator Sekretariat kabupaten, dan seluruh Staf PNS/Non PNS 

Bawaslu kabupaten Sumba Timur.        

3. Rekan penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sumba Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, 

Pengadilan Negeri Waingapu, Kejaksanaan Negeri Waingapu, dan 

Kepolisian Resort Sumba Timur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama serta semua pihak yang 

telah banyak membantu dan mau bekerja sama dengan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam 

pelaksanaan kegiatan non tahapan tahun 2021. 

 Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun harapan kami 

laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam 

pelaksanaan pengawasan pada pemilihan kepala daerah 

selanjutnya, Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua . 
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Bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan 

pemilu. 

  

                                                              Waingapu,     22  Desember 2021 

Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal 

          

 

       

 

 

                                                         Hina Mehang Patalu, SE 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
A. GAMBARAN UMUM 

 

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Kabupaten Sumba Timur, sesuai dengan  amanat Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  Memberikan Tugas dan 

Kewenangan Kepada Bawaslu dalam menerima laporan hasil 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk merefleksi kembali proses perjalanan pengawasan 

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi untuk 

pelaksanaan pemilihan kedepan, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 

wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi 

NTT dan Bawaslu Republik Indonesia secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan.  

Laporan akhir Divisi Pencegahan dan Humas Hubal merupakan 

rangkuman pelaksanaan kegiatan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 

pada non tahapan tahun 2021 meliputi :  

1. Pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, dengan melakukan 

pengecekan dan melaporkan nama-nama yang sudah meninggal 

maupun belum terdaftar sebagai pemilih kepada KPU.  

2. Melaksanakan berbagai kegiatan bersama stakeholder maupun 

dengan jajaran Bawaslu sendiri dengan tujuan menyatukan persepsi 

dan memberikanan penguatan kapasitas akan tugas dan fungsi 

Bawaslu dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 

mendatang.  

3. Melakukan  koordinasi secara intensif kepada stakeholder.  

 

B. TUJUAN LAPORAN 

 

Penyusunan laporan hasil akhir  Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 ini bertujuan: 
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1. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas 

sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur 

tahun 2021. 

2. Memberikan gambaran umum kegiatan yang dilakukan Bawaslu 

Sumba Timur pada non tahapan  tahun 2021. 

3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi  tugas dan fungsi Bawaslu 

kedepannya. 

4. Komunikatif, menyajikan informasi dan data yang ringkas untuk 

kepentingan data publik. 

 

C. LANDASAN HUKUM 

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 

menjadi Undang-Undang 

3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
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7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease-19 (Covid-19) 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,   Panitia   Pengawas   

Pemilihan   Umum   Kelurahan/Desa,   Panitia   Pengawas Pemilihan 

Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan. 

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. 

11. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 

2021 Tentang perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 

2021. 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI PENGAWASAN 

 

A. SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF 

 

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu 

adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan 

pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat. 

Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu 

menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin 

terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas Pemilu diyakini 

memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integitas 

penyelenggaraan Pemilu diberbagai negara termasuk di Indonesia. 

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk 

mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh 

pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, 

dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di 

pundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi seluruh pihak terutama 

warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam 

proses pengawasan pemilu. 

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses 

pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak 

mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi 

semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi 

proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi 

dan mendapat legitamasi secara penuh dan kuat dari rakyat. 

Bawaslu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dengan 

seluruh pihak terutama dengan warga masyarakat yang memberikan 

perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara 

jujur dan adil. Kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga 

masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa 

pemilu bisa terlaksana dengan demokrasi. 
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Berhubung hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 

selalu bersama masyarakat dalam melakukan pengawasan partrisipatif, 

hal-hal yang dilakukan adalah memberikan pencerahan dan mengajak 

masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. 

Tabel 1.1 

JENIS KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF 

 

No Nama Kegiatan 

1 Sosialisasi terhadap OKP tentang pengawasan partisipatif 

2 Diskusi dengan pimpinan Kampus Unkriswina Sumba 

Tentang Peranan mahasiswa sebagai pengawas partisipasi 

yang berkualitas 

3 Diskusi dengan di rektur Radio Max Fm Waingapu, tentang 

pendidikan pengawasan partisipasi lewat radio 

4 Sosialisasi peran masyarakat dalam Pengawasan partisipasi 

pada pemilu dan pemilihan 
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B. RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN 

 

Gambar 1.1 

 

 

Koordinasi  Pengawasan Tahapan Pemilihan Serantak tahun 

2024 merupakan bentuk upaya Bawaslu dalam mengajak masyarakat 

yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk ikut partisipasi aktif 

dalam setiap kegiatan untuk kepentingan pemilu/pemilihan serentak 

tahun 2024 kedepannya, pentingnya kegiatan rapat adalah untuk 

membahas terkait data pemilih berkelanjutan, karena tentunya 

terwujudnya pemilu/pemilihan sangat berpengaruh dengan data 

pemilih yang nantinya tidak menjadi permasalahan dalam 

menentukan pilihan, sehingga sangat dibutuhkan partisipasi seluruh 

lapisan masyarakat dalam memberikan informasi pemilih yang sudah 

meninggal dan pemilih pemula agar dapat terwujudnya data pemilih 

yang akurat dan mutakhir. 

- Hari/Tanggal Kegiatan : Selasa, 26 Oktober 2021 

- Waktu Pelaksanaan  : 10.00 WITA - Selesai 

- Tempat Pelaksanaan : Kantor Bawaslu Sumba Timur 

- Peserta Kegiatan  : Jajaran Bawaslu Sumba Timur 

Hasil Kegiatan 

Kegiatan rapat koordinasi tahapan pemilu/pemilihan serentak tahun 

2024 berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kegiatan, adapun 

hasil terlaksananya kegiatan yaitu : 

1. Materi yang disampaikan dapat dipahami dan sesuai dengan 

kegiatan 



7 

 

2. Peserta kegiatan dapat memahami materi dan aktif dalam kegiatan 

untuk menyampaikan beberapa informasi data 

 

 

C. RAPAT KERJA EVALUASI PENGAWASAN/PEMILIHAN 

 

Gambar 1.2 

 
Evaluasi pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 bertujuan 

untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Sumba 

Timur yang telah berlangsung baik tahapan maupun non tahapan, pimpinan 

dan staf membahas terkait kendala dan tantangan pada proses pilkada 

berjalan, beberapa masalah yang terjadi pada saat pilkada menjadi 

pembelajaran untuk aktivitas Bawaslu Sumba Timur dalam pemilihan yang 

mendatang. 

- Hari/Tanggal Kegiatan : Jumat, 2 Juli 2021 

- Waktu Pelaksanaan  : 10.00 WITA - Selesai 

- Tempat Pelaksanaan : Kantor Bawaslu Sumba Timur 

- Peserta Kegiatan  : Jajaran Bawaslu Sumba Timur 

Hasil Kegiatan 

Kegiatan rapat evaluasi pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 

berjalan lancar, adapun hasil kegiatan : Kendala dan tantangan serta hal-

hal yang kurang maksimal pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2020 dapat 

menjadi pelajaran pada saat melaksanakan tugas pengawasan selanjutnya 

dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024. 
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D. PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN 

 

Gambar 1.3 

  
 

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan 

mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Manfaat tersebut bukan 

hanya diberikan bagi public awam saja,  

namun juga penggiat dan pemantau pemilu, bagi para pemangku 

kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu, terlebih bagi pengawas 

pemilu itu sendiri.Lebih jauh, manfaat Pojok Pengawasan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 RUANG PARTISIPASI DAN EKSPRESI MASYARAKAT 

Bawaslu menampung partisipasi dan kebijakan dari semua golongan 

masyarakat untuk ditindaklanjuti sebagai masukan atas kebijakannya. 

 

 MENINGKATKAN MUTU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN 

PEMILU 

Pembaruan data dan informasi adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi agar 

publik dapat mengakses kebutuhan informasi dengan mudah dan cepat. 

 

 MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN 

PENGAWASAN PARTISIPATIF 

Sebagai media untuk menggugah kesadaran masyarakat atas kedaulatan 

yang dimilikinya, kemudian ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Juga 

sebagai tempat berbagi pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif, 

kemudian mengembangkannya. 
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 MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT, 

PESERTA, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN PEMILU TENTANG 

PELANGGARAN PEMILU SERTA PARTISIPASINYA DALAM 

PENGAWASAN 

Meningkatkan partisipasi peserta pemilu, pegiat pemilu dan para pemangku 

kepentingkan pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. 

 

 MENINGKATKAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN 

PARTISIPATIF 

Bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. 

 

 MEWUJUDKAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

PENGAWASAN PEMILU 

Pojok Pengawasan juga merujuk pada aktivitas sebagai upaya membangun 

kesadaran publik atas partisipasi pengawasan pemilu. 

 

Melihat fungsi dan manfaat dari pojok pengawasan diatas maka Badan 

Pengawas pemilu terus berbenah dalam hal pemenuhan permintaan dari 

pengunjung maupun dalam penataan ruang pojok pengawasan. 

Sejak tahun 2021 terdapat banyak pengunjung pada pojok pengawasan 

yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa maupun mantan adhock 

pengawas pemilu. 
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BAB III 

 PENGAWASAN NON TAHAPAN 

 

A. DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 

 

Pada Pemilihan Umum tahun 2021, tidak adanya kegiatan tahapan pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah, namum Badan pengawas pemilihan 

Kabupaten Sumba Timur tetap melakukan kegiatan Pengawasan terhadap kerja-

kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Timur dalam hal ini tentang 

pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2021. 

1.  Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran daftar 

pemilih dan daftar pemilih. 

a.   Kerawanan–kerawanan dan IKP 

Potensi kerawanan pada tahapan daftar pemilih 

adalah: 

1. Adanya pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih tapi tidak 

terdaftar pada daftar pemilih Berkelanjutan. 

2. Adanya pemilih pemula yang kemungkinan tidak terdaftar. 

3. Adanya pemilih yang terdaftar ganda. 

4. Ada pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar.  

b.   Perencanaan Pengawasan 

Dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal tentang daftar pemilih 

Berkelanjutan di atas maka ada strategi yang dibangun oleh Bawaslu 

Kabupaten Sumba Timur beserta jajaran tingkat bawah yaitu: 

1. Mengatur  tim  dengan  baik  serta  time  sheet  pengawasan  daftar  

pemilih berkelanjutan dan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan 

2. Adanya target capaian disetiap tahapan pengawasan terhadap daftar 

pemilih berkelanjutan. 

3. Petakan lokasi atau sasaran atau fokus pengawasan khusus daftar 

pemilih Berkelanjutan dan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan. 

2.   Kegiatan pengawasan pemuktahiran daftar berkelanjutan  

a.   Pencegahan 

1.   Sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten SumbaTimur. 
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2. Koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk mengetahui pemilih potensial, 

pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih yang belum 

memiliki KTP elektronik. 

3.  Selalu   melakukan   pengawasan   terhadap   KPU   beserta   

jajarannya   dalam pemuktahiran daftar pemilih 

berkelanjutan serta pada proses pengimputan dalam 

aplikasi SIDALIH. 

b.   Aktifitas Pengawasan dan Hasil Pengawasan 

Dalam kegiatan atau aktifitas pengawasan terhadap 

pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan pada bulan April s/d 

Desember 2021  yang diplenokan pada 15 Desember 2021 di 

KPU Kabupaten Sumba Timur dengan total DPB sebanyak 

172.032 orang.  

Tabel. 1.2 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN 

SUMBA TIMUR PERIODE APRIL S/D DESEMBER 2021 

No Jumlah 

 

kecamatan 

Jumlah 

 

Desa/Kel 

Jumlah 

 

DPB 

 

triwulan II 

Potensi 

 

Pemilih 

 

Baru 

Pemilih 

 

TMS 

Perbaikan 

 

Data 

 

Pemilih 

DPB     

 

1 22 156 172.032 137 1 - 172.032 

        

TOTAL 172.032 137 1 - 172.032 

 

Terdapat beberapa hal yang menjadi masukan Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Sumba Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sumba Timur yaitu Sebagai Berikut: 

1.  Bangun kerja sama dengan pihak Rumah sakit untuk mendapatkan 

daftar pemilih yang TMS dalam hal ini yang meninggal dunia di Rumah 

sakit 
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2. Bangun kerja sama dengan Panitia pemilihan Kepala Desa, sebanyak 

100 Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa di tahun 2021, 

Sehingga Mendapatkan daftar pemilih yang akurat di tingkat desa, 

c.   Tindak Lanjut Rekomendasi 

Tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur 

terhadap Masukan    Bawaslu adalah menindaklanjuti Masukan    tersebut 

Sehingga mendapatkan daftar pemilih Berkelanjutan  yang akurat. 

3. Evaluasi pelaksanaan pengawasan pemuktahiran daftar pemilih 

Berkelanjutan Keberhasilan dari pengawasan ini adalah menghadirkan 

daftar pemilih berkelanjutan yang  akurat, tetapi dibalik  dari keberhasilan 

masih  ada  kekurangan-kekurangan dari pengawasan terhadap 

pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan, antara lain: 

1. Tidak ada nya tim baik dari pihak KPU maupun BAWASLU yang bekerja 

sampai tingkat desa terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih karna tidak 

ada nya adhoc berhubung belum adanya tahapan pemilihan 

2. Masih kurangnya koordinasi antara pihak Pengawas Pemilu dengan pihak 

lain 

3. Kurangnya peran serta peserta pemilu/partai politik terhadap keakuratan daftar 

pemilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

BAB IV  

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDERS 

 

A. Kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu 

Dalam Pengawasan Pemilu 

 

Gambar 1.4 

  

Tujuan pengawasan partisipatif adalah menjadikan pemilihan umum 

yang berintegritas, bermartabat, mencegah terjadinya konflik, 

mendorong tingginya partisipasi publik, meningkatkan kualitas 

demokrasi, dan membentuk karakter dan kesadaran politik 

masyarakat.  

Pengawas Partisipatif mempunyai tugas antara lain  memantau dan 

mengumpulkan informasi pada tahapan pemilihan yang diawasi, 

mencatat data/informasi tersebut dan melaporkan hasil pengawasan 

berupa informasi awal ini kepada Pengawas Pemilihan Umum 

terdekat, sedangkan obyek pengawasan meliputi tahapan 

Pencalonan, Biaya Kampanye dan masa tenang, politik 

transaksional dan titik rawan, tahapan pemungutan dan 

penghitungan suara serta titik rawannya.  

Oleh karena Partisipasi Multipihak dalam menghadapai 

Pemilu/Pemilihan tahun 2024 yang akan datang sangat di harapkan 

untuk secara bersama, terkoordinasi, terpola, melahirkan strategi 

baru sesuai waktu dan tempat dalam pengawasan demi lancarnya 

proses Pelaksanaan Pemilu.  
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Disadari bahwa peran masing-masing stakeholder dapat 

memberikan kontribusi penting dalam pengawasan pemilu akan 

datang. Berangkat pemikiran dan prinsip itu, maka untuk menata 

Pola Strategi dan memperkuat Pengawasan, maka Badan 

Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur dengan melakukan 

langkah strategis dengan melakukan Edukasi, Sosialisasi, 

Koordinasi dan kerjasama multi pihak lintas stakeholder.  

Pada kesempatan kali ini, rekonstruksi strategi untuk terwujudnya 

harapan tersebut, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba 

Timur melaksanaakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu partisipatif 

dengan multistakeholder dengan nama kegiatan “Sosialisasi Peran 

dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu”.   

- Hari/Tanggal Kegiatan : Senin, 08 November 2021 

- Waktu Pelaksanaan  : 10.00 WITA - Selesai 

- Tempat Pelaksanaan : Aula SMA Negeri 2 Waingapu 

- Peserta Kegiatan : Peserta Kegiatan ini berjumlah 35 orang 

yang bersal dari unsur: 

 

1. BPC GMKI Cabang Waingpu 

2. DPC GMNI Cabang Waingapu 

3. Presidium PMKRI Cabang Waingapu 

4. Pemuda Muhamadiyah Sumba Timur 

5. IKPML 

6. HIMAS 

7. IPMASTAP 

8. PERMASTI 

9. GAMKI 

Hasil Kegiatan 

1. Adanya kesepahaman melalui pengetahuan bersama antara Badan 

pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan 

multistakeholder dalam pengawasan Pemilu Partisipatif; 
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2. Adanya pola koordinasi antara Badan pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur dengan multistakeholder dalam 

pengawasan Pemilu Partisipatif; 

3. Terpolanya ruang Peran dan fungsi strategis stakeholder dalam 

dukungan Pengawasan Partisipatif oleh multistakeholder 

4. Adanya dukungan Partisipasi Masyarakat dalam dalam pengawasan 

Pemilu  

 

Gambar 1.5 

  

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berkesempatan diskusi 

dengan Dosen Unkriswina Sumba Dr.Yulita Milla Pakereng,SE,MM (Foto 

Kiri) dan Direktur Radio MAX FM Sumba Heinrich D.Dengi (Foto Kanan) 

tentang dukungan terhadap kerja-kerja pengawasan Bawaslu Sumba 

Timur dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan Tahun  2024. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan 

kegiatan non tahapan baik itu kegiatan rapat maupun kegiatan pengawasan DPT 

berkelanjutan, kegiatan rapat yang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan 

Bawaslu yang telah disiapkan dalam POK Tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dari awal tahun hingga sampai akhir tahun dalam masa non tahapan 

adalah bentuk keaktifan lembaga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam 

menjalankan program untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan 

pemilu/pemilihan di tahun 2020 yang belum maksimal dan terhadap kendala, 

hambatan dan kekurangan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, 

kegiatan Bawaslu Sumba Timur tahun ini juga banyak mengundang  tokoh 

pemuda untuk membahas terkait pengawasan partisipatif dalam pemilu/pemilihan 

serentak tahun 2024 agar dapat mewujudkan pemilu/pemilihan yang berkualitas 

tentunya diperlukan kerjasama yang baik  dari pihak-pihak yang mau bekerjasama 

dengan lembaga pengawasan dan juga sebagai bentuk penyampaian informasi 

dan membuka ruang diskusi terkait data pemilih berkelanjutan. Beberapa kegiatan 

internal juga dilaksanakan untuk penguatan kapasitas staf dalam menjalankan 

tugas terkait dengan penulisan berita dan informasi publik melalui media online 

dan media cetak, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam pengawasan terkait 

daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan mendapatkan informasi data 

berkelanjutan dari KPU Kabupaten Sumba Timur dan juga masukan data dari 

masyarakat untuk data pemilih meninggal dan pemilih pemula yang kemudian data 

tersebut dilakukan pengecekan dengan turun langsung ke masyarakat untuk 

melakukan uji petik data dan setelah itu diserahkan ke KPU Sumba Timur untuk 

disinkronkan dengan data yang telah mereka peroleh, data pemilih berkelanjutan 

yang telah di sampaikan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur yang menjadi 

harapan bersama dengan lembaga terkait dan masyarakat adalah data yang 

akurat, mutakhir dan komperhensif. Pemanfaatan media sosial juga menjadi rana 

Bawaslu Sumba Timur untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dan juga sebagai bentuk keterbukaan 

informasi publik yang berkualitas. 
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Badan pengawas pemilu kabupaten Sumba Timur terus berbenah diri dalam hal 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga dalam melaksanakan 

tugas kedepan nya semakin baik, dan juga Badan Pengawas Pemilu tetap selalu 

berinovasi dalam hal melaksanakan tugas Hubungan antar masyarakat dan 

hubungan antar Lembaga.  
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